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ABSTRAK 

 

Hamil di luar nikah adalah perbuatan yang tercela dan tidak 

bermoral, dampak dari wanita hamil di luar nikah itu bisa 

mengakibatkan haram atau tidaknya untuk di nikahi baik yang 

menikahi laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan 

mengahamilinya. Sebagian ulama mengatakan tidak dibenarkan 

(haram) menikahi wanita hamil di luar nikah karena ada ayat Al-

Qur’an yang sudah jelas menerangkan hukumnya, ada sebagian 

mengatakan boleh menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut 

disebabkan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah yang telah 

diatur oleh ayat Al-Qur’ an, pendapat ini mengatakan karena wanita 

hamil di luar nikah bukan termasuk wanita yang haram untuk 

dinikahi. Penyusun melihat bahwa perbedaan pendapat dikalangan 

ulama tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah tersebut 

sangat menarik untuk dipaparkan, apalagi terdapat perbedaan 

pendapat para Imam mazhab. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung terhadap hukum menikahi wanita hamil 

di luar nikah dan apa dasar hukum dan argumentasi yang digunakan 

oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dalam menetapkan 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Adapun tujuan penulis 

dalam penelitin ini adalah untuk mendekripsikan pendapat Imam 

Malik dan tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung tentang 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, dan untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan pendapat tersebut, serta untuk mengkaji 

dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung dalam menetapkan hukum tentang menikahi wanita 

hamil di luar nikah.  

Skripsi ini menggunkan jenis penelitian deskriftif kualitatif 

termasuk jenis penelitian lapangan (field reasearch), sumber data 

dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang ada di Al-

Qur’an, Hadist, peraturan perundang-undangan dan dilapangan, yaitu 

tokoh-tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung, sedangkan 
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sumber data sekunder penelitian ini dari dokumen-dokumen grafis 

(table, catatan, notulen, rapat, dan lain-lain), foto-foto, rekaman video, 

dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat di peroleh 

informasi bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam 

pandangan Imam Malik membolehkan perkawinan wanita hamil 

diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi tidak kepada 

laki-laki yang bukan menghamilinya, kecuali sampai wanita tersebut 

melahirkan. Namun berbeda pendapat dengan MUI Provinsi 

Lampung, argumentasi dan dasar hukum yang digunakan MUI 

Provinsi Lampung terkait permasalahan ini ialah merujuk pada 

pendapat Imam Syafi’i yang mana pendapat Imam Syafi’i 

membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah tersebut baik yang 

menikahi laki-laki yang menghamiliya, maupun bukan laki-laki yang 

menghamilinya, tanpa adanya masa tunggu sampai ia melahirkan. 

  

Kata Kunci: Wanita hamil di luar nikah, Imam Malik, MUI Provinsi 

Lampung 
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MOTTO 

 

                         

          ( /3 :42النوّر) 

 

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina 

perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan 

tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau  

dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan  

bagi orang-orang mukmin”.  

(Q.S. An-Nuur: 03). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum memfokuskan uraian dalam penulisan skripsi 

ini, penulis memandang perlu untuk memberikan penjelasan 

terhadap judul skripsi ini dengan judul “Hukum Menikahi 

Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Pandangan Imam Malik 

dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung”. Adapun 

beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini 

adalah sebagai berkut: 

1. Hukum 

Dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan bagi kelakuan 

atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang 

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan 

tata atau keadilan.
1
 

2. Menikahi 

Merupakan kata lain dari nikah atau perkawinan yang terjadi 

Ketika pengantin laki-laki melakukan ijab qabul dehadapan 

wali nikah dan para saksi serta mempelai pengantin 

perempuan, manusia tidak berkembang tanpa adanya 

perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya 

keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang 

berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Jadi 

perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan 

kehidupan manusia dan masyarakat.
2
 

3. Pandangan 

Dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang 

menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Di mana mereka 

                                                             
1 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Sinar: Grafika, 1992), 27. 
2 Zuhraini, Serba Serbi Hukum Adat (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah 

UIN Raden Intan Lampung, 2018), 49. 
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memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, 

kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan. 

4. Imam Malik 

Adalah penggagas mazhab yang kedua, Imam Malik 

rahimahullah. Beliau bernama Malik bin Anas bin Malik. 

Berkunyah Abu Abdillah dan berlaqab Imam Darul Hijrah. 

Digelari dengan Imam Darul Hijrah adalah karena beliau tidak 

pernah keluar dari kota Madinah. 

Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H mayaritas 

ulama berpandangan berjarak 79 tahun dari wafatnya 

Rasulullah. Beliau lahir bertepatan pada tahun di mana Anas, 

pelayan Rasulullah shollallahu „alaihi wasallam wafat.
3
 

5. Majelis Ulama Indonesia  

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI adalah lembaga 

independent yang mewadahi para ulama, zuama, dan 

cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan 

mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama 

Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 

1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, 

MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang 

menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan 

fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran 

sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.
4
 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami 

bahwa maksud judul skripsi ini adalah untuk menganalisis 

Pandangan Imam Malik dan Tokoh Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung Terhadap Hukum Menikahi Wanita Hamil di 

Luar Nikah. 

 

                                                             
3 Syaikh Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Jakarta: 

Ummul Qura, 2016). 
4 Mohammad Atho Mudzhar, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia” 

(Jakarta: INIS, 1993). 
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B. Latar Belakang Masalah 

Allah menciptakan umat manusia terdiri dari laki-laki 

dan perempuan, dan menjadikannya berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku, supaya saling mengenal dan dengan pengenalan itu 

nantinya lebih jauh akan menghasilkan pertemuan- pertemuan 

dan lebih dalam lagi akan tercapai suatu perjodohan laki-laki dan 

perempuan di antara umat manusia, karena hidup berjodoh-

jodohan adalah naluri segala makhluk tuhan termasuk manusia, 

hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: 

 

ج/ ٌّٰ ز َْ ) اٌرّّٰ ْٚ سُ ُْ حرََوَّ ِٓ ٌعٍَََّىُ ٍْ جَ ْٚ ءٍ خٍَمَْٕبَ شَ ًْ ًِّ شَ ْٓ وُ ِِ َٚ٘ٔ :ٗ4 ) 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat: 49). 

 

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah ikatan atau 

akad yang kuat atau misaqan galizan. Di samping itu, perkawinan 

tidak lepas dari mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

adalah „ubudiyah (ibadah), ikatan perkawinan sebagai misaqan 

galizan dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina 

dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin seorang 

pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari‟at 

Islam.
5
 

Perkawinan merupakan salah satu syari‟at yang Allah 

turunkan kepada manusia. Dengan perkawinan ini, manusia bisa 

memenuhi kebutuhan biologis, melestarikan keberadaan manusia, 

dan juga sebagai salah satu sarana untuk beribadah kepada Allah 

SWT. Di mana tujuan utama perkawinan adalah untuk 

memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah.
6
 

                                                             
5 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dimas, 1993), 5. 
6 Khoirudin Nasution, Filsafat PerkawinanIslam (Yogyakarta: Academia, 

2012), 281. 



 

 
4 

Dalam rangka menjalankan syari‟at demi mencapai 

tujuannya, tentunya ada beberapa tatacara untuk menjalankan 

perkawinan. Perkawinan yang begitu mulia, agung, sakral dan 

kuat harus diatur sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkan 

perkawinan itu tercapai, sekaligus apa yang menjadi kehendak 

Allah pun terlaksana.
7
 

Perkawinan merupakan ikatan suci dalam menghidupkan 

sunnah Rasulullah SAW yang harus senantiasa dijaga sampai ajal 

menjemput. 

Dalam Al- Qur‟an perkawinan juga ditegaskan dalam 

surat Al-Nisaa‟ ayat 1: 

                         

                         

                  

 “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia 

menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

 

Kemudian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagis dan kekal berdasarkan ketuhanan 

yang maha Esa.
8
  

                                                             
7 Mardani, Hukum PerkawinanIslam Di Dunia Islam Modern (Jakarta: Graha 

Ilmu, 2011), 1. 
8 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30. 
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Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.
9
 

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara laki-

laki yang masih perjaka dengan perempuan yang masih gadis. 

Namun dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan 

banyaknya pengaruh budaya Barat yang sedang melanda negara 

Indonesia, di mana hal-hal yang dapat mendukung terjadinya 

pergaulan bebas semakin terbuka, hal ini mendorong munculnya 

kehamilan di luar nikah. Demi menjaga nama baik keluarga dan 

si ibu yang mengandung banyak praktik-praktik perkawinan yang 

tidak sesuai ketentuan syari‟at Islam yang dilaksanakan oleh 

masyarakat walaupun yang menikahi tersebut laki-laki yang 

menghamili maupun yang bukan menghamili. Permasalahan 

terkait perkawinan bagi wanita hamil dengan laki-laki yang 

bukan menghamili inilah yang akan menjadi pengaruh besar 

terhadap perkembangan dunia hukum perkawinan. Oleh karena 

itu, perlu adanya ijtihad agar permasalahan tersebut tidak keluar 

dari ketentuan syar‟i. 

Dalam hal ini mengawini perempuan hamil di luar nikah, 

para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menghukuminya. Imam 

Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i mengatakan bahwa perkawinan 

itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan 

dengan orang lain (tidak ada masa iddah). Pengertian kawin 

hamil sendiri adalah kawin dengan wanita yang hamil di luar 

nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamili maupun oleh 

laki-laki yang bukan menghamilinya.
10

 

Lebih lanjut para ulama terkait menikahi wanita hamil 

dengan laki-laki yang bukan menghamili memberikan beberapa 

pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam 

Muhammad Bin Al-Hasan Al- Syaibani juga mengatakan bahwa 

                                                             
9 Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar PerkawinanPasal 2, n.d., 14. 
10 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

124. 
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perkawinannya itu sah, tapi haram baginya bercampur selama 

bayi yang dikandung belum lahir.
11

 Sedangkan Abu Yusuf 

mengatakan bahwa keduanya tidak boleh dikawinkan sebab kalau 

dikawinkan maka perkawinan itu batal.
12

 

Imam Syafi‟i berpendapat membolehkan atau 

menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina tanpa 

harus menunggu masa iddah dan bayi yang dikandungnya lahir, 

dengan syarat yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria 

yang menghamilinya. Hal ini juga berlaku apabila yang menikahi 

wanita itu bukan laki-laki yang menghamili, perkawinannya akan 

tetap sah. Imam Syafi‟i dan ulama-ulama Syafi‟i berpendapat 

bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina hukumnya 

tetap sah, baik yang menikahi maupun bukan pria yang 

menghamilinya.
13

 

Pendapat Mazhab Malik membolehkan perkawinan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, 

tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi 

mazhab Malik membolehkan perkawinan wanita hamil karena 

zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena perkawinan 

wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya 

atau menzinainya diperbolehkan dalam hukum Islam. Imam 

Malik tidak membolehkan wanita hamil karena zina dengan laki-

laki yang bukan menghamilinya disebabkan wanita hamil karena 

zina mempunyai masa iddah, dan iddah-nya sampai ia 

melahirkan anaknya. Dalil para ulama mazhab Imam Malik atas 

pendapat mereka tentang tidak sahnya perkawinan wanita akibat 

zina denganya perkataan Ibnu Mas‟ud r.a “jika laki-laki berzina 

dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka 

keduanya berzina selamanya.” Selain itu menurut Imam Malik 

bahwa perkawinan memiliki kehormatan. Di antara 

kehormatanya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air 

                                                             
11 Ajat Sudrajat, Fikih Actual Membahas Problematika Hukum Ilsam 

Kontenporer (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 75. 
12 Ibid., 76. 
13 Abdu Ar-Rahmān Al-Jazirī, Al-Fiqh‟Alā Al-Madzāhib Al- Arba‟ah (Beirut: 

Dār al- fikr, 1989), 519. 
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perzinaan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal 

dan air kehinaan berbaur dengan air kemuliaan.
14

 

Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum 

perkawinan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak 

boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Hal ini 

berarti bahwa perkawinan wanita hamil karena zina adalah tidak 

sah apabila perkawinan dilakukan dengan laki laki yg bukan 

menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan 

bertaubat.
15

 Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-

laki yang menghamilinya, maka keduanya boleh dinikahkan. 

Dengan syarat; keduanya telah bertaubat dengan taubat nashuha.  

Permasalahan wanita hamil di luar nikah atau kawin 

pezina dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 53 

mengenai permasalahan menikahi wanita hamil di luar nikah 

yang berbunyi: 

1. Menurut hukum, seorang perempuan yang hamil di luar 

perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya (Pasal 53 ayat 1 KHI). 

2. Perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang 

menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih 

dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat 2 KHI).  

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita 

hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 

dikandung lahir (Pasal 53 ayat 3 KHI). 

Pengertian pasal di atas senada dengan bunyi dalam Al-

Qur‟an surah An-Nuur ayat 3 yang berbunyi: 

                        

             

                                                             
14 Yahya Abdurrahman Al- Khatib, Fikih Wanita Hamil (Jakarta: Qisthi Press, 

2011), 95. 
15 Amir Abdul Azizi, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari‟Ah Al-

Islamiyyah (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1961), 26. 
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 “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan 

pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina 

perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki 

atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan 

bagi orang-orang mukmin.” 

 

Maksud dari ayat ini ialah tidak pantas orang yang 

beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. 

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil 

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung 

lahir.
16

 Ketentuan ini mengharuskan bagi seorang wanita yang 

hamil di luar nikah untuk dinikahkan dengan orang yang 

menghamilinya, hal ini dimaksudkan untuk menjaga nasab anak 

dengan orang tua kandungnya.
17

 

Permasalahan nikah dengan perempuan hamil di luar 

nikah akibat zina memerlukan ketelitan dan perhatian yang 

bijaksana. Sebagian ulama fiqh yang berbeda pendapat, tentang 

kebolehan wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang 

bukan menghamilinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti 

tentang bagaimana pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan menikahi 

wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya 

atau yang bukan menghamilinya. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Sebagaimana halnya dalam metode ilmiah, pada 

penelitian ilmiah juga harus berangkat dari permasalahn yang 

harus dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah perlu 

dilakukan identifikasi masalah, proses identifikasi masalah 

penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi tajam dan 

sebagai bentuk data awal bahwa dalam penelitian ilmiah tersebut 

                                                             
16 Ghazali, Fiqh Munakahat, 125. 
17 Ibn Kaṡir, Tafsir Ibn Kaṡir (Beirut: Maktabah an-Nur al Ilmiyah, 1992). 



 

 
9 

memang dibutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian. 

Identifikasi masalah di rumuskan bersesuaian sebagaimana latar 

belakang masalah, berdasarkan data dan fakta yang ada di 

lapangan. Identifikasi masalah pada umumnya di rumuskan 

dalam bentuk kalimat deklaratif.
18

 

Masalah yang terdapat dalam judul yang penulis ambil 

tentang “Hukum menikahi Wanita hamil di luar nikah dalam 

pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

Lampung” masalah-masalah yang terdapat dari hukum menikahi 

wanita hamil di luar nikah yang akan dinikahi dengan laki-laki 

yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya, hal ini 

dalam pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung dan dasar hukum apa yang digunakan, maka 

dari masalah-masalah secara global di atas akan penulis kaji 

secara mendalam dengan sumber-sumber secara data dan fakta di 

antaranya: 

1) Bagaimana pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung mengenai hukum menikahi 

wanita hamil di luar nikah. 

2) Apa dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh 

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung mengenai 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang akan 

penulis bahas adalah: 

1. Bagaimana pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung terhadap hukum menikahi 

wanita hamil di luar nikah?  

2. Apakah dasar hukum dan argumentasi yang digunakan oleh 

Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi 

                                                             
18 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung, 2014), 49. 
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Lampung dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil 

di luar nikah?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi 

ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah, 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan Imam Malik 

dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung terhadap 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah, serta untuk 

mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat dari 

keempat mazhab yang ada di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum dan argumentasi apa yang 

digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 

dalam menetapkan tentang hukum menikahi wanita hamil di 

luar nikah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak. 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Tulisan ini dapat menambah ilmu, wawasan, dan 

pengalaman penulis dalam dunia pemikiran Islam dan 

menjadi titik tolak untuk lebih berkreasi dan berinovasi 

dalam mengembangkan ilmu yang telah di dapat. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun 

bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari‟ah 

maupun masyarakat. 

c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan 

daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan 
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yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang 

timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya 

masalah yang berkaitan tentang menikahi wanita hamil di 

luar nikah. 

2. Manfaat secara praktis  

a. Dapat menjadi acuan atau pertimbangan dalam merespon 

kasus yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. 

b. Menjadi sebuah karya tulis guna memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

 

G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan 

Untuk menjaga penelitian ini dari unsur plagiasi, berikut 

akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dispensasi 

perkawinan bagi calon istri yang hamil di luar nikah. Selain itu, 

hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti sebagai tambahan 

referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang terkait: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Risal Fahmi 

mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati 

Bandung pada tahun (2019) dalam skripsinya dengan judul 

skripsi “Hukum Menikahi Wanita hamil di luar nikah dalam 

perspektif Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi”. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau 

library research. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana 

pandangan Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi tentang 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat 

antara Ibnu Quddamah, dan Imam An-Nawawi mengenai 

hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Menurut Ibnu 

Quddamah, perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak sah, 

karena wanita hamil itu sedang dalam „iddah sampai lahir 

kandunganya dan harus bertobat dari dosanya. Menurut 

Imam An-Nawawi, hukum perkawinan wanita hamil di luar 

nikah adalah sah boleh dinikahi, baik dengan laki-laki yang 
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menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan 

menghamilinya.
19

 Persamaannya adalah sama-sama meneliti 

tentang hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis 

kaji ialah di bagian fokus pandangan tokohnya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Al Haqqi Universita 

Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun (2019) dalam 

skripsinya dengan judul skripsi “Analisis Fikih Empat 

Mazhab Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain 

Yang Menghamilinya (Studi Kaasus di Desa Wadak Lor 

Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)”. Penelitian 

ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), 

penelitian ini mengkaji menurut tinjauan Empat Imam 

Mazhab Fikih, Hukum perkawinan wanita hamil oleh selain 

yang menghamilinya di Desa Wadak Lor Duduksampeyan 

Gresik ada yang membolehkan ada yang tidak. Menurut 

Imam Hanafi, wanita hamil boleh dinikahi akan tetapi tidak 

boleh digauli sampai melahirkan. Menurut Mazhab Malik, 

wanita hamil boleh dinikahi asalkan sudah melewati tiga kali 

suci atau tiga bulan. Menurut Mazhab Syafi'i, wanita hamil 

boleh dinikahi akan tetapi menggaulinya hukumnya makruh. 

Sedangkan menurut Imam Hambali, wanita hamil tidak 

boleh dinikahi sampai dia melahirkan dan dia telah 

bertaubat.
20

 Persamaannya adalah sama-sama membahas 

tentang menikahi wanita hamil di luar nikah. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah 

di bagian fokus penelitiannya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhlisin Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung pada tahun (2020) dengan judul skripsi 

                                                             
19 Muhammad Rizal Fahmi, “Hukum Menikahi Wnita Hamil Diluar Nikah 

Dalam Perspektif Ibnu Quddamah Dan Imam An-Nawawi” (Bandung: Skripsi, UIN 

Sunan Gunung Djati, 2019). 
20 Ilham Al Haqqi, “Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap 

PerkawinanWanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya (Studi Kaasus Di Desa 
Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik)” (Surabaya: Skripsi, UIN 

Sunan Ampel, 2019). 
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“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Tokoh 

Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi 

Pezina” Dalam penelitian ini penulisnya menggunakan 

pendekatan deskriftif kualitatif dan termasuk jenis penelitian 

lapangan (field reasearch) yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh penulis yang bertempat tinggal dilapangan yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan. 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan tokoh 

Nahdlatul Ulama berpendapat wanita hamil di luar nikah 

dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya 

tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam 

kandunganya terlebih dahulu, tidak perlu akad ulang setelah 

anak yang dikandungnya lahir, dan Menikahi wanita hamil 

di luar nikah tidak sah bila dinikahi dengan laki-laki yang 

bukan menghamilinya, sedangkan tokoh Muhammadiyah 

berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil 

akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang 

menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya, 

alasanya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk 

golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, akan 

tetapi tokoh Muhammadiyah lebih berpihak bahwa 

Menikahi wanita hamil di luar nikah, baik atas dasar suka 

sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra.
21

 

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang hukum 

menikahi wanita hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan penulis kaji ialah mengenai 

sudut pandang tokohnya. 

Berdasarkan beberapa analisa yang telah disebutkan di 

atas, maka penelitian ini berbeda dalam penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini mengenai “Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar 

Nikah dalam Pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung.” Oleh karena itu, penelitian ini 

akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. 

                                                             
21 Muhammad Muhlisin,“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh 

Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi Pezinas,” Skripsi, UIN Raden 

Intan Lampung, 2020, 52. 
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H. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
22

 Metode penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan 

ilmiah karena dalam kegiatannya menyusun suatu cara kerja 

secara sistematis dalam memahami suatu subjek dan objek 

sebagai upaya untuk dapat menemukan jawaban dengan melalui 

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan 

cara sistematis untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

dan terbukti keabsahannya. Metode yang dapat digunakan dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Jenis dan sifat penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di 

lapangan atau kepada responden.
23

 Responden dalam 

penelitian ini adalah pengurus wilayah Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung. 

b. Sifat penelitian 

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini 

termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa 

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi 

kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap 

individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.
24

 

2) Sumber Dan Data Penelitian  

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang di peroleh dari 

sembernya atau langsung dati tangan pertama baik 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 2. 
23 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Malang: 

Penerbit Andi, 2010), 28. 
24 Ibid., 21. 
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melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.
25

 

Artinya sumber data tersebut dijadikan suatu acuan 

utama dalam penelitian karena mengandung data-data 

penting. Sumber utama dari data primer yaitu mereka 

yang menjadi objek penelitian yaitu pengurus Majelis 

Ulama Indonesia Provinsi Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah suatu jenis data yang dapat 

disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula 

didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau 

dapat memberikan informasi atau data tambahan yang 

dapat memperkuat data primer.
26

 Sumber data sekunder 

ini berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan 

skripsi yang mendukung informan dalam menunjang 

penulisan skripsi ini. Penulis mengambil data sekunder 

dari Al-Qur‟an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

dan buku-buku: terjemah kitab Al-Muwatta‟ karya Imam 

Malik, kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibn Rusyd, 

terjemah kitab Al-Fiqh „Ala Al-Mazahib Al-Arba‟ah 

karya Syaikh Abdurahman Al-Juzairi, dan Fiqih Wanita 

Hamil karya Yahya Abdurrahman Al-Khatib. 

Permasalahan wanita hamil di luar nikah atau kawin 

pezina dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam 

pasal 53 mengenai permasalahan menikahi wanita hamil 

di luar nikah. 

3) Informan Penelitian 

Teknik penentuan informan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sampling yang digunakan yaitu non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

                                                             
25 Suharsimi. Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 102. 
26 Mohammad Nazir, Metode Penelitian (bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 85. 
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sumber data dengan pertimbangan tertentu.
27

 Alasan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah karena 

tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan 

fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih 

teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-

pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus 

dipenuhi oleh sampel-sampel yang dianggap tahu tentang 

apa yang digunakan dalam penelitian ini. Atau dengan kata 

lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan 

penelitian. Yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah 8 orang pengurus wilayah Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung.  

4) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitian di antaranya sebagai berikut: 

a. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

responden di catat atau di rekam.
28

 Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam 

penerapan pendekatan berbasisi karya ilmiah. Jenis 

wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

                                                             
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 300. 
28 Sopiah, Metodologi Penelitian, 107. 
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ditujukan kepada pengurus wilayah Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung. 

b. Dokumentasi 

Merupakan informasi yang dapat diperoleh 

melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan 

harian, surat, hasil rapat, foto, jurnal kegiatan, dan lain-

lain. Data dalam bentuk dokumentasi dapat digunakan 

untuk menggali informasi yang terjadi di masa 

lampau.
29

 

5) Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data merupakan suatu proses 

pengolahan data menjadi informasi yang akurat, relevan, 

mudah dimengerti serta bermanfaat dan dapat menjadi solusi 

sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.
30

 

Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau 

lapangan, maka metode pengelolaan data juga dilakukan 

dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, 

tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi data. Di antaranya melalui 

beberapa tahap: 

a. Editing (Pemeriksaan Data) 

Adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, 

terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan 

tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya 

dengan data yang lain. 

b. Classifying (Klasifikasi) 

Adalah proses pengelompokan semua data baik 

yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, 

pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau 

observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca 

dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan 

                                                             
29 Ade Ismayani, Metode Penelitian (Banda Aceh: Syiah Kuala University 

Press, 2019), 74. 
30 Ibid., 76. 
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sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang 

telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, 

serta memberikan informasi yang objektif yang 

diperlukan oleh peneliti.
31

 

c. Verifying (Verifikasi)  

Adalah proses memeriksa data dan informasi 

yang telah didapat dari lapangan agar validitas data 

dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. 

d. Concluding (Kesimpulan) 

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah 

langkah terakhir yang ditempuh untuk proses 

pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya 

dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek 

penelitian. Hal ini disebut dengan istilah concluding 

yaitu kesimpulan. 

6)  Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang di gunakan dalam 

penelitian ini analisis kualitatif yaitu prosedur penelitian 

yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.
32

 

Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk metode 

komparatif atau perbandingan. Dengan metode ini analisis 

inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus 

menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

                                                             
31 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1993), 104–5. 
32 Abdul Kadir Muhammad, Penelitian Hukum (Bandung: PT Citra Aditiya 

Bakti, 2014), 125. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab 

dan dengan judul Hukum Menikahi Wanita Hamil di Luar Nikah 

Dalam Pandangan Imam Malik dan Majelis Ulama Indonesia 

Provinsi Lampung, meliputi: 

Bab 1 Pendahuluan, menjeasakan tentang: Penegasan 

judul latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

identifikasi dan batasan masalah, kajian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, Menjelasakan tentang: 

Perkawinan dalam hukum Islam, pengertian dan macam-macam 

nikah, dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, penghalang 

dan larangan-larangan dalam nikah, hukum perkawinan Wanita 

hamil di luar nikah. 

Bab III Deskripsi objek penelitian, menjelaskan tentang: 

Biografi Imam Malik, metodologi Imam Malik dalam penetapan 

Hukum Islam, Pandangan Imam Malik tentang hukum menikahi 

wanita hamil di luar nikah, Gambaran umum Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung, pandangan Majelis Ulama 

Indonesia Provinsi Lampung tentang hukum menikahi wanita 

hamil di luar nikah. 

Bab IV Analisis Penelitian, menjelaskan tentang: 

Perbedaan dan kekuatan masing-masing pandangan Imam Malik 

dan Majelis Ulama Indonesia terhadap hukum menikahi wanita 

hamil di luar nikah, apakah dasar hukum dan argumentasi yang 

digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung 

dalam menetapkan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah 

tersebut. 

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan bab-bab 

sebelumnya serta memberikan masukan atau saran mengenai 

pembahasan dalam judul ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perkawinan dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan Sunnatullah yang 

umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada 

manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai 

jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya.
1
 Menurut Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut 

bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
3
 

Para Ulama fiqih mempunyai perbedaan dalam 

merumuskan pengertian perkawinan merupakan suatu 

akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan untuk 

membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin 

sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan 

keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu 

                                                             
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 

6. 
2 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang 

Pernikahan,” n.d. 
3 Dep Dikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka, 

1994), 456. 
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kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih 

sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi 

Allah.  

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang di 

dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan 

perkawinan. Nikah menurut syariat Islam adalah akad 

yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga 

dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara 

kedua insan.
4
 

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah 

mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad 

dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya 

adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan 

kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan 

seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah 

tangga.
5
 

Perkawinan disebut sebagai ikatan lahir batin, 

karena perkawinan bukanlah hal yang dianggap sebagai 

permainan. Perkawinan memiliki tanggung jawab yang 

amat besar. Di dalamnya terdapat perjanjian antara 

suami dan istri yang masing-masing memikul 

kewajiban dan hak yang harus dijalankan. Substansi 

yang terkandung di dalamnya adalah menaati perintah 

Allah dan Rasul-Nya, yaitu mendatangkan 

kemaslahatan baik pelaku perkawinan itu sendiri (suam 

istri), anak cucu, kerabat maupun masyarakat.  

Bunyi pasal 1 UU Perkawinan ini dengan jelas 

menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk 

keluarga bahagia dan kekal yang didasarkan pada ajaran 

agama. Tujuan yang diungkap pasal ini masih bersifat 

umum yang perinciannya dikandung pasal-pasal lain 

                                                             
4 Sabri Samin, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), 2. 
5 Chuzaimah T. Yanggo dan hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 53–54. 
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berikut penjelasan Undang-Undang tersebut dan 

peraturan pelaksanaannya. Dalam penjelasan ini, 

disebutkan bahwa membentuk keluarga yang bahagia 

itu erat hubungannya dengan keturunan, yang juga 

merupakan tujuan perkawinan yang pemeliharaan dan 

pendidikannya menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 2 disebutkan pula bahwa “Perkawinan 

menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat 

atau “miitsaaqan gholiidhan” untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.
6
 

Pendapat Ulama dan Kompilasi Hukum Islam 

sejalan dalam pengertian nikah sehingga dapat penulis 

simpulkan bahwa perkawinan adalah akad perjanjian 

yang menjadi landasan kebolehan hukum antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk 

melakukan pergaulan yang semula dilarang, lebih 

khususnya adalah hubungan badan. Akad perjanjian 

yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin 

antara suami dengan istri di dalamnya terkandung 

beberapa rukun dan syarat serta bagi yang 

melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan akad 

nikah suami memiliki hak untuk memiliki. Namun hak 

milik itu hanya bersifat milk al Intifa‟ (hak milik untuk 

menggunakan), bukan pula milk al-manfa‟ah 

(kepemilikan manfaat yang bisa dipindahkan). 

Tujuan disyariatkannya perkawinan yang 

terdapat dalam Q.S. Ar-Ruum :21 menyebutkan: 

ٍْٙبَ  ا اٌَِ ْٖٓٛ اجًب ٌِّخعَْىُُٕ َٚ ُْ اشَْ ْٔفعُِىُ ْٓ اَ ِِّ  ُْ ْْ خٍَكََ ٌىَُ ٖٓ اَ  ٗ خِ ٌّٰ ْٓ اّٰ ِِ َٚ

 َْ ْٚ سُ ٍَ ٌَّخفَىََّ ْٛ جٍ ٌِّمَ ٌّٰ ٌهَِ لََّٰ ًْ ذّٰ َّْ فِ تً اِۗ َّ زَحْ َّٚ دَّةً  َٛ َِّ  ُْ ٍْٕىَُ ًَ بَ جَعَ َٚ

 (ٕٔ: َٖٓٚ/) اٌسّ  ٕٔ

 

                                                             
6 Ibid., 63. 
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“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya 

ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa 

cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-

Rum/30:21). 

 

Tujuan utama perkawinan adalah menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, 

sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Hal itu 

dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain 

dapat terpenuhi dengan baik.  

Dengan kata lain, tujuan-tujuan lain yang 

hendak dicapai dalam perkawinan merupakan sarana 

pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama 

tersebut.
7
 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Adapun dasar hukum perkawinan didasarkan kepada 

Al-Qur'an, dan Hadist.  

a. Perkawinan menurut Al-Qur‟an  

Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi: 

 َٓ ِِّ  ُْ ب طبَةَ ٌىَُ َِ ا  ْٛ ى فبَْٔىِحُ ّّٰ ٌٍْخَّٰ ا فىِ ا ْٛ ُْ الَََّ حمُْعِطُ ْْ خِفْخُ اِ َٚ
عَ ۚ فَ  زُبّٰ َٚ ذَ  ٍّٰ رُ َٚ ى  ّٰٕ زْ َِ ْٚ إٌِّعَبۤءِ  احِدَةً اَ َٛ ا فَ ْٛ ُْ الَََّ حعَْدٌُِ ْْ خِفْخُ بِ

اۗ  ْٛ ٌُ ْٛ ٖٓى الَََّ حعَُ ّٰٔ ٌهَِ ادَْ ُْ ۗ ذّٰ بٔىُُ َّ ٌْ ٍىََجْ اَ َِ ب   (ٖ: ٗ) إٌعبۤء/ َِٖ

“Dan Jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim 

(bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan 

tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 

                                                             
7 Muhammad Lutfi Hakim,“Pra-Nikah : Konsep dan Implementasinya (Studi 

Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak Timur Dengan Gkkb Jemaat 
Pontianak ),” Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah STIS Syarif Abdurrahman 

Pontianak, 2013, 141–54, https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852. 
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adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu 

lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (An-

Nisa'/4:3). 

  

Ayat Al-Qur‟an di atas berkenaan dengan 

instruksi (anjuran) untuk menikah bagi umat Islam, 

Allah SWT memberikan kelonggaran bagi laki-laki 

untuk menikahi wanita paling banyak empat (4) wanita. 

Kelonggaran itu berlaku apabila laki-laki itu mampu 

berlaku adil terhadap keempat wanita tersebut. Namun 

jika tidak mampu berlaku adil, lebih baik menikahi satu 

orang wanita saja.  

b. Perkawinan menurut Hadits Rasulullah SAW 

Di antara hadis-hadis atau sunnah yang 

menerangkan tentang kesunnahan nikah adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Abdillah bin Mas‟ud:  

عْشَسَ  ٌبَ َِ ْٓ  اٌشَّببَةِ   َِ ٌْببَءَةَ  ِٕىُُ اظْخطََبعَ   سْ، ا َّٚ ٍٍْخَصََ ُ  فَ ٍْبصََسِ، أغََض   فإََِّٔٗ ٌِ 

 ُٓ أحَْصَ َٚ ٍْفسَْسِ،  ٌِ  ْٓ َِ َٚ   ُْ ٌَ  ِٗ ٍْ َِ  ٌعَْخطَِعفعٍَََ ْٛ ُ  بِبٌصَّ ِٚجَبء   ٌَُٗ  فإََِّٔٗ  

“Dari Ibnu Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah 

SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa di 

antara kamu yang sudah mampu menikah, maka 

nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat 

menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga 

kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, 

maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu 

baginya (menjadi) pengekang syahwat” 

(Muttafaq‟Alaih). 

 

Berkaitan dengan hal di atas, maka di sini perlu 

dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, 

yaitu:
8
 

a. Fardu 

                                                             
8 Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus Salam, 1999), 

369. 
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Mayoritas para ulama fiqh, hukum perkawinan adalah 

wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalalm 

perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan dia 

mampu untuk memberikan nafkah, sehingga dalam 

masalah ini ulama mewajibkan seorang muslim untuk 

menikah, dikarenakan lebih banyak kebaikan dalam 

perkawinanantara seorang laki-laki dan perempuan.  

b. Haram  

Nikah diharamkan jika seorang yakin akan menzalimi 

dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti 

dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi 

kebutuhan perkawinan. 

c. Makruh 

Perkawinan dimakruhkan jika seseorang khawatir 

terjatuh pada dosa dan mArabahaya. Dia khawatir 

tidak mampu memberikan nafkah, berbuat jelek pada 

keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan, 

dalam Mazhab Hanafi makruh ada dua macam, 

makruh tahrimi (mendekati haram) dan makruh 

tanzihi (mendekati halal). 

d. Sunnah 

Dianjurkan dalam kondisi stabil menurut jumhur 

ulama selain Imam Syafi‟i, Perkawinan dianjurkan 

jika dalam kondisi stabil, sedangkan menurut Imam 

Syafi‟i, perkawinan dalam keadaan stabil hukumnya 

adalah mubah; boleh dilakukan dan boleh 

ditinggalkan. 

e. Mubah  

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk 

melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya 

tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila 

melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. 

Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk 

memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga 
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kehormatan agamanya dan membina keluarga yang 

sejahtera.
9
 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Suatu perkawinan harus memenuhi beberapa 

persyaratan dan unsur (rukun) pokok yang telah digariskan 

oleh Syari‟at Islam (pembuat undang-undang). Ini 

didasariatas alasan agar perkawinan mendapat legalisasi 

yang jelas, sehingga nantinya suami dan istri dapat 

menjalani kehidupan perkawinan dengan tenang tanpa 

mendapat intervensi siapapun. 

Kaitannya dengan syarat perkawinan, ia melekat 

pada rukun perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui 

rukun perkawinan tersebut dan memasukkannya ke dalam 

akad, maka syarat-syarat dari perkawinan tersebut secara 

otomatis juga masuk dalam hukum islam dan di kategorikan 

sah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

syarat dan rukun perkawinan menurut hukum islam, akan 

dijelaskan berikut. Syarat-syarat perkawinan mengikuti 

rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:
10

  

Adapun rukun nikah adalah: 

1. Mempelai laki-laki 

2. Mempelai perempuan 

3. Wali dari pihak perempuan 

4. Dua orang saksi 

5. Ijab qabul 

Dari lima rukun nikah tersebut maka harus 

memenuhi syarat-syarat nikah terlebih dahulu.
11

  

                                                             
9 Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Nikah Hamil Dalam Perspektif Hukum 

Keluarga,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3, no. 1 

(2016): 1–23, https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj. 
10 Asrorun Ni‟am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga 

(Jakarta: Elsas, 2008), 13–14. 
11 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2003), 71. 
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1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 

a) Beragama Islam  

b) Laki-laki  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat memberikan persetujuan  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan 

2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:  

a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani  

b) Perempuan  

c) Jelas orangnya  

d) Dapat dimintai persetujuannya  

e) Tidak terdapat halangan perkawinan  

3) Wali nikah, syarat-syaratnya:  

a) Laki-laki  

b) Dewasa 

c) Mempunyai hak perwalian  

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya  

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:  

a) Minimal dua orang laki-laki  

b) Hadir dalam ijab qabul  

c) Dapat mengerti maksud akad  

d) Islam  

e) Dewasa  

 

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:  

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon 

mempelai pria  
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c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan 

dari kata nikah atau tazwij. 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan  

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya  

f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang 

dalam ihram haji/umrah.  

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum 

empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau 

wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi. 

Rukun dan syarat-syarat perkawinan di atas wajib 

dipenuhi, apabila tidak terpenuhi, maka perkawinan yang 

dilangsungkan tidak sah.
12

 

4. Tujuan dan Hikmah Nikah 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan telah menentukan arah dan tujuan pelaksanaan 

perkawinan di mana ditentukan bahwa perkawinan adalah 

sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebutlah 

yang kemudian menurunkan berbagai kaidah khusus dalam 

pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan 

umur dalam pelaksanaan perkawinan.
13

 

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada 

masing-masing individu yang akan melakukannya, karena 

bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum 

yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan 

melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh 

                                                             
12 Ibid., 72. 
13 M Y Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia PerkawinanDan 

Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah,” El-Izdiwaj: 
Indonesian Journal of Civil and … 3, no. 1 (2022): 32–48, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/11244. 
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kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju 

kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nabi 

Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan 

dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan 

utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau 

kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin 

tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi 

pekerti yang luhur.
14

 

Adapun tujuan perkawinan secara rinci dapat 

dikemukakan sebagai berikut:
15

  

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk 

melanjutkan generasi yang akan datang. Firman Allah 

dalam surat An-Nisaa: ayat 1.  

خٍَكََ  َّٚ احِدَةٍ  َّٚ ْٓ َّٔفْطٍ  ِِّ  ُْ ُُ اٌَّرِيْ خٍَمَىَُ ا زَبَّىُ ْٛ ٖٓبٌَ ٙبَ إٌَّبضُ احَّمُ ٌّٰ

 َ احَّمُٛا اّللّّٰ َٚ ٔعَِبۤءً ۚ  َّٚ ٍْسًا  ب زِجَبلًَ وَزِ َّ ُْٕٙ ِِ بذََّ  َٚ جَٙبَ  ْٚ ْٕٙبَ شَ ِِ

َْ عٍٍََْ  َ وَب
َّْ اّللّّٰ ََ ۗ اِ الَْزَْحَب َٚ   ٗ َْ بِ ْٛ ٍْببً اٌَّرِيْ حعََبۤءٌَُ ُْ زَلِ )  ٔىُ

 (ٔ: ٗإٌعبۤء/

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu 

yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) 

dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). 

Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada 

Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan 

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-

Nisa'/4:1) 

b. Melaksanakan kebutuhan biologis semua manusia baik 

laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, 

hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan 

perkawinan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu 

                                                             
14 Slamet Abidin Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 

2002), 12. 
15 Amir Syarifuddin, Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2014), 46. 
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seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah dan 

begitu pula sebaliknya. Firman Allah dalam Q.S. Al-

Baqarah: 223. 

ا  ْٛ ُِ لدَِّ َٚ  ۖ ُْ ى شِئْخُ
ُْ أَّّٰ ا حَسْرىَُ ْٛ ُْ ۖ فأَحُْ ُْ حَسْد  ٌَّىُ ٔعَِبۤؤُوُ

 َٓ ٍْ ِٕ ِِ إْ ُّ ٌْ سِ ا بشَِّ َٚ  ۗ ُٖ ْٛ مُ ٍّٰ  ِ  ُْ ا أََّىُ ْٖٓٛ ُّ اعٍَْ َٚ  َ
احَّمُٛا اّللّّٰ َٚ  ۗ ُْ ْٔفعُِىُ لََِ

 (ٖٕٕ: ٕ) اٌبمسة/ ٖٕٕ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, 

datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar 

dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. 

Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu 

(kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah 

kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (Al-

Baqarah/2:223). 

 

Maksud dari ayat di atas adalah nikahilah 

perempuan yang subur dan penyayang, Wanita yang 

subur biasanya sehat, mudah mendapatkan anak yang 

bisa meneruskan keturunan, kerajaan dan amal pahala 

jariah untuk orang tuanya. dan nikahilah wanita yang 

penyayang akan setia menyayangi suami dan membuat 

suami sayang istri, suami akan lebih mudah mengurus 

hal nafkah, karena hal pribadi sudah diurus istri. Jangan 

menikahi wanita yang tidak mencintai atau menyayangi 

suami karena akan memperbesar potensi timbulnya 

perceraian.  

c. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan 

menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan 

anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara 

sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih 

sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam 

masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang 

diliputi cinta dan kasih sayang. 

Adapun hikmah dari adanya penikahan antara lain:  
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1) Menyambung silaturahmi.  

2)  Melestarikan manusia dengan perkembangan biak 

yang dihasilkan oleh perkawinan.  

3) Kebutuhan suami istri kepada pasangannya untuk 

menjaga kemaluannya dengan melakukan 

hubungan seks yang fitriyah.  

4)  Kerja sama suami istri dalam mendidik anak dan 

menjaga kehidupannya.  

5) Mengatur hubungan laki-laki dengan wanita 

berdasarkan asas pertukaran hak dan saling kerja 

sama yang produktif dalam suasana cinta kasih dan 

perasaan saling menghormati yang lain. 

 

B. Macam-macam Perkawinan yang Dilarang 

Salah satu asas yang dikenal dalam hukum perkawinan 

Islam ialah asas selektivitas, maksud dari asas ini ialah bagi 

seseorang yang akan menikah maka terlebih dahulu memilih 

dengan siapa ia boleh diperbolehkan menikah atau terlarang 

untuk menikah.
16

 

Sebagaimana laki-laki maka wanita juga merupakan 

rukun dari perkwinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki 

Islam boleh kawin dengan wanita mana saja namun demikian 

juga di berikan pembatasan-pembatasan. Pembatasan itu bersifat 

larangan, sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan 

darah, hubungan susuan dan hubungan semenda. 

Laranganlarangan di atas itu berlaku untuk selama-lamanya, di 

samping itu juga masih ada lagi larangan-larangan yang bersifat 

sementara waktu saja.  

Meskipun dalam perkawinan sudah memenuhi rukun dan 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam belum tentu 

                                                             
16 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum PerkawinanIslam: Studi Analisis Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), 34. 
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perkawinan tersebut sah, perkawinan dikatakan sah apabila telah 

terlepas dari semua hal yang menghalangin nya. Halangan itu 

juga disebut dengan larangan perkawinan.  

Mengenai larangan perkawinan karena berlainan agama, 

ditegaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 221. Yang 

memberikan ketentuan sebagai berikut:
17

 

1. Jangan kamu menikahi wanita musyrik higga ia beriman.  

2. Jangan kamu menikahi laki-laki musyrik hingga beriman.  

3. Orang musyrik itu membawamu kepada neraka sedangkan 

Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan keampunan. 

Sebab- sebab wanita haram dinikahi ada 4 macam yaitu:  

pertama, karena hubungan darah. kedua, karena hubungan 

susuan. ketiga, karena hubungan semenda. keempat, karena 

hubungan sumpah li‟an.  

A. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya 

(mahram Muabbad).
18

 

1) Larangan perkawinan karena pertalian nasab  

a) Ibu: yaitu perempuan yang ada hubungan darah garis 

lurus ke atas. Yaitu ibu, nenek baik dari pihak ayah 

maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas.  

b) Anak Perempuan: yaitu perempuan yang memepunyai 

hubungan darah dalam garis lurus kebawah. Yaitu 

anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak 

laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 

bawah.  

c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja 

ataupun seibu saja. 

d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik 

sekandung seayah atau seibu dan seterusnya keatas.  

                                                             
17 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2012), 119. 
18 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 104–5. 
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e) Kemenakan (keponakan) perempuan, anak perempuan 

saudara laki-laki atau saudara perempuan dan 

seterusnya ke bawah.
19

 

Dari penjelasan di atas maka perempuan yang 

diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan nasab atau 

kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak 

perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, 

bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan 

anak perempuan saudara perempuan.  

Adapun hikmah pengharaman mereka antara lain 

agar membangun keluarga yang berlandaskan rasa cita 

dan sayang yang murni, yang tdak dinodai oleh 

kepentingan. Dengan pengharaman tersebut terputuslah 

rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan 

yang murni. Adapun akbibat apabila salah seorang 

perempuan dari mereka menikah yang masih ada 

hubungan kerabat, maka menyebabkan terputusnya 

hubungan silahturahmi akibat adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang biasanya terjadi antara pasangan 

suami isteri dan menyebabkan terjadinya perbuatan yang 

haram. Di samping itu juga membuat lemah keturunan 

dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh 

perkawinanantar kerabat. Berbeda apabila 

perkawinandilakukan dengan orang yang memiliki 

hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan 

yang kuat. 

2) Larangan Perkawinan karena persusuan  

Mengenai haram karena sepersusuan ini 

kedudukannya sama seperti haram karen keturunan. Hal 

ini di jelaskan dalam hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh 

Ahmad, Bukhari Muslim, Nasai dan Ibnu Majah dari 

Aisyiyah Menyatakan:  

                                                             
19 Ibid., 106. 
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“Diharamkan karena hubungan susuan adalah 

samadenga haram karena hubungan darah/nasab.” 

Berdasarkan hadist Nabi tersebut, maka yang termasuk 

haram dinikahi karena sepersusuan itu ialah:  

1) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyususi, yang 

melahirkan ibu susuan dan seterusnya lurus ke atas.  

2) Nenek susuan, yaitu: ibu dari ibu susan dan ibu dari 

ayah ayah susuan. Seterusnya ke atas.  

3) Kemenakan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari 

ibu susuan.  

4) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan 

maupun saudara perempuan dari ayah susuan, 

seteusnya ke atas.  

5) Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah 

maupun seibu. Saudara perepuan sesusuan 

sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan 

dan ayah susuan, sedangkan saudara perempuan 

sesusuan seayah iah anak-anak perempuan aah 

susuan dengan wanita lain. saudara perempuan 

sesusuan seibu ialah anak perempuan ibu susuan 

dengan laki-laki lain.
20

  

Beberapa ulama memberikan penjelasan-

penjelasan dan pembatasan mengenai larangan 

waktunya menyusu dan beberapa lamanya menyusu 

serta beberapa banyaknya air susu ibu setiap kali 

menyusui, baru berakibat menjadikan orang-orang 

bersangkutan menjadi saudara sesusuan karena 

hukum. Dilihat dari segi waktu terjadnya penyusuan 

sepakat ahli-ahli aama, bahwa saat itu haruslah 

selagi umur si anak memang masih menjadikan air 

susuibunya atau wanita lain menjadi sumber makan 

pokoknya untuk pertumuhan jasmaninya. Jadi masih 

                                                             
20 Amir Syarifuddin, PerkawinanIslam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan(Jakarta: Kencana, 2014), 120–21. 
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pada umur yang pantas seorang anak menyusu atau 

masih bayi.  

Mengenai beberapa bilangan susuan yang 

mengharamkan, ada beberpa ulama berpendapat:  

a) Para ulama madzhab Hanafi dan Malik tidak 

memperhatikan bilangan, sedikit atau banyak 

asalkan benar-benar menyusui kenyang, 

menyebabkan haram dinikahi.  

b) Ulama-ulama madzhab dzahiri membatasi 

paling sedikit tiga kali. 

c) Imam Syafi‟i membatasi paling sedikit lima kali 

susuan kenyang. 

3) Larangan Perkawinan kerabat Semenda  

Mertua, yaitu ibu kandung si istri demikian pula 

nenek Ibu istri dari garis ibu atau ayah dan seterusnya ke 

atas. Haram menikah dengan mertua dan seterusnya ke 

atas, tidak disyaratkan telah terjadi persetubuhan antara 

suami istri bersangkutan. Tetapi begitu akad nikah 

dilaksankan, menyebabkan mertua dan seterusnya ke atas 

haram untuk dinikahi.
21

 

1) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi bersetubuhan 

antara suami dengan anak ibu tersebut. Apabila 

belum terjadi persetubuhan tiba-tiba suami istri itu 

bercerai maka dimungkinka terjadinya pekawinan 

antara seorang laki-laki dengan anak tirinya.  

 

 

2) Menantu, yaitu istri-istri, cucu-cucunya demekian 

seterusnya tanpa syarat apapun.  

                                                             
21 Syekh Muhammad Bin Qasim Al-Ghazaly, Trans Fathul Qharib Jilid 2, 

Trans. Oleh Ahmad Sunarto (Bandung: Al-Hidayah, 1992), 41. 
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3) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi 

persetubuhan suami istri. Dengan terjadinya akad 

nikah antara ayah dengan seorang perempuan 

menjadikan haram nikah antara anak dan ibu 

tirinya.
22

 

4) Larangan perkawinan karena sumpah li‟an  

Apabila seorang suami menuduh istri berbuat 

zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya 

suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia 

dipihak yang benar dalam tuduhsnnys itu sampai empat 

kali, dan yang kelimanya ia menyatakan bersedia 

menerima laknat Allah apabila ternyata ia berdusta dalam 

tuduhannya itu. Sedangkan istri yang dituduh akan bebas 

dari hukuman zina apabila iapun menyatakan persaksian 

kepada Allah bahwa suaminya bedusta sampai empat 

kali, dan yang kelimanya mnyatakan bersedia menerima 

laknat Allah apabila suaminya benar.
23

 

Sumpah laknat seperti di atas disebut sumpah 

li‟an. Ketentuan mengenai sumpah li‟an ini dicantumkan 

di dalam Al-Qur‟an surat An-Nur: 6-9. 

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya 

berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi 

selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-

masing orang itu ialah empat kali ersupah dengan nama 

Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang 

berkata benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat 

Alah akan menimpanya, jika dia termsuk orang yang 

berdusta. Da istri itu terhindar dari hukuman apabila dia 

bersumpah empat kali atas nama Allah bahwa dia 

suaminya benar-benar termasuk orangorang yang 

berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan 

                                                             
22 Ibid., 42. 
23 Nasruddin, Fikih Munakahat (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 

2017), 125. 
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Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu 

termasuk orang yang berkata benar.”  

 

Akibat dari diucapkannya sumpah li‟an itu, maka 

hubungan suami istri menjadi putus dan antara 

keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.  

B. Larangan perkawinan berlaku sementara waktu (mahram 

muaqqat)  

Yang dimaksud dengan mahram muaqqat ialah 

larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu 

tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. 

Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh 

dilaksanakan.
24

 

a) Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih 

bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau 

saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali 

secara bergantian. Misalnya, kawin dengan kakanya 

kemudian dicerai dan diganti mengambil adiknya, atau 

salah satu meninggal, kemudian mengambil satunya lagi 

sebagai istri. seorang perempuan dengan bibinya (dari 

ayah dan ibu) baik senasab maupun sesusuan. Namun bila 

salah satu meninggal atau diceraikan maka menjadi halal. 

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu 

perkawinan disebutkan dalam surat An-Nisa‟:23:  

                     

         

“(dan diharamkan atas kamu) mengumpulkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali 

telah terjadi di masa lampau, sungguh Allah Maha 

Penyayang, lagi Maha Pengampun.” (Q.S An-Nisa: 23).  

                                                             
24 Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensklopedia Islam Al-

Kamil (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017), 1023. 
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b) Perempuan yang dalam massa iddah, hingga iddahnya 

berakhir. Berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 

228 dan 234. 

                      

                         

                        

                         

         

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menaha diri 

(menunggu) tiga kali quru”. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Da suami-suami nya berhak merujuk nya dalam 

masa menanti iu, jika mereka para suami menghendaki 

islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. dan akan 

tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

dari pada istrinya, dan Allah Maha Perkasa bagi Maha 

Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 228) 

                   

                       

                    

“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara 

kamu meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) 

menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak 

dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat 

terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 
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mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S Al-Baqarah [2]: 

234). 

 

c) Perempuan yang ditalak tiga hingga dinikahi pria lain dan 

telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami 

terakhir itu dan telah habis masa iddah sehingga halal 

bagi suami pertama. Berdasarkan firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah ayat 229-230: 

                      

                        

                      

                       

                

  Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. 

(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau 

melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil sesuatu yang telahh kamu berikan kepada 

mereka. Kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak 

mampu menjalanka hukum-hukum Allah. Jika kamu 

(wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak 

berdosa atas bayaran yang (harus) diberkan (oleh istri) 

untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar 

hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. 

(Q.S A-Baqarah [2]: 229).  
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                          

                        

                       

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannnya 

(setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak 

halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami 

yang lain. kemudian jika suami yang lain iu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali 

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Itulah ketentuanketentuan Allah 

yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang 

berpengetahuan. (Q.S Al-Baqarah [2]: 230).  

 

d) Perempuan yang sedang ihram hingga berakhir ihramnya. 

e) Perempuan muslimah haram dinikahi pria kafir, hingga 

pria tersebut masuk islam. Larangan menikah dengan 

seorang yang berbeda agma atau dengan orang yang tidak 

beraga Islam, di tegaskan oleh Allah Swt. Dalam Al-

Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 221: 

                   

                         

                      

                        

                
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 Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita 

musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba 

sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada 

perempuan musyrik meskipun di menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu nikahkan orang (lakilaki) musyrik 

(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka 

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman 

lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia 

menarikhatmu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

(Allah) menerangkan ayat ayat-Nya kepada manusia agar 

mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah [2]: 221).  

 

Surat Al-Baqarah tersebut mengisyaratkan agar umat 

Islam sedapat mungkin tidak melakukan perkawinan antar 

agama, karena pertimbangan madlaratnya lebih besar dari 

manfaatnya. Betapapun, antara pemeluk Islam dan selain 

Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru 

menjadi pemicu mnculnya konflik dalam rumah tangga. 

Ini tentu tidak dikehendaki oleh pasangan suami istri 

dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

f) Perempuan kafir selain kitabiyah haram bagi seorang 

muslim hingga perempuan tersebut masuk islam. 

g) Isrti orang lain dan orang yang berbeda dal masa iddah, 

kecuali budak wanita.  

h) Perempuan pezina menikah laki-laki pezina hingga 

bertobat dan masa iddah nya selesai.
25

 

 

C. Pengertian Kawin Hamil di Luar Nikah 

1. Pengertian Kawin Hamil di Luar Nikah  

Pada bagian sebelumnya penulis telah membahas 

tentang seputar perkawinan baik pengertian, hukum, maupun 

hikmah yang terkandung di dalam pensyariatan perkawinan 

                                                             
25 At-Tuwaijiri, Ensklopedia Islam Al-Kamil. 
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serta hal-hal yang berkaian dengan perkawinan. Pada bab ini 

penulis akan membahas tentang pengertian kawin hamil di 

luar nikah, sebab-sebabnya dan dampaknya.  

Pengertian kawin hamil di luar nikah adalah seorang 

wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, 

kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.
26

 Al-

Qur‟an dalam merespon permasalahan hamil di luar nikah, 

tidak membeda-bedakan antara perzinaan, incest, atau 

prostitusi. Segala persetubuhan antara laki-laki dan 

perempuan yang dilakukan di luar perkawinanadalah zina. 

Al-Qur‟an memandang perbuatan hamil di luar nikah sebagai 

perbuatan keji (fakhisyah), hal ini dipertegas dalam Al-

Qur‟an surat Al-Israa ayat 32: 

                    

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, 

sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan 

suatujalanyang buruk” (Q.S Al-Isra:32). 

 

Dalam memilih seorang calon suami atau calon isteri, 

Islam menganjurkan hendaknya didasarkan atas dasar norma 

agama atau moral, yakni seorang calon itu harus berakhlak 

yang mulia bukan hanya berdasarkan kepada kecantikan atau 

kekayaan semata. Nabi Muhammad telah memperingatkan, 

akan mengalami kerugian jika menikahi Wanita karena 

kecantikan dan kekayaan saja. Peringatan ini seperti yang 

disampaikan dari Abdullah bin Amru, Rasulullah SAW 

bersabda: 

 ْٓ ِ  عَبْدِ  عَ ِٓ  اللَّّ سٍٚ بْ ّْ ِٓ  ، عَ ًِّ  عَ ُ  صٍََّى إٌَّبِ ِٗ  اللَّّ ٍْ َُ  عٍََ ظٍََّ َٚ  ، 

ْٕىِحُٛا لََ  :لبَيَ  َّٓ  إٌِّعَبءَ  حَ ِٙ َّٓ  فعََعَى ؛ ٌحُِعِْٕ ْْ  حُعُُْٕٙ َّٓ  أَ لََ  ، ٌسُْدٌَُِٙ َٚ  

 َّٓ ْٕىِحُُٛ٘ َّٓ  عٍَىَ حَ ِٙ اٌِ َٛ ِْ َّٓ  فعََعَى ؛ أَ اٌُُٙ َٛ ِْ ْْ  أَ َّٓ  أَ ُ َّٓ  ، ٌطُْغٍَِٙ ْٔىِحُُٛ٘ ا َٚ  

ِٓ  عٍَىَ ٌ ت   ، اٌدِّ َِ لَََ َٚ دَاءُ   ْٛ بءُ  ظَ َِ ٍٓ  ذَاثُ  خَسْ ًُ  دٌِ  أفَْضَ

                                                             
26 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), 45. 
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 Artinya: “Janganlah kalian menikahi wanita karena 

kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka 

dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta 

mereka, karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. 

Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya, 

seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek 

tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka.” 

(HR Ibnu Majah).  

 

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai 

keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia 

dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah. 

Akan tetapi terlihat sekarang ini sebagian manusia banyak 

menyalahgunakan syariat perkawinan tersebut, dengan 

menodai makna dan faedah sebuah perkawinan yang suci 

yaitu dengan cara melakukan hubungan intim sebelum 

adanya ijab dan kabul yang sah baik menurut agama maupun 

Undang-undang Negara. 

2. Sebab-Sebab Kawin Hamil di Luar Nikah 

 Hamil merupakan proses alami yang terjadi guna 

melahirkan generasi baru, sedangkan pengertian hamil ialah 

keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma 

laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada 

gilirannya nanti terjadi pembuahan.  

Menurut Dr. Muhammad Abduh Malik sebab timbulnya 

hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku 

perzinaan. Sebab-sebab tersebut terdiri dari dua hal yaitu 

sebab internal dan eksternal.
27

 

1. Sebab Internal  

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat 

kepada lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu 

                                                             
27 Lalu Husni, “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil 

Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam,” Jurnal Hukum JATISWARA Fakultas 
Hukum Universitas Mataram, 2018, 126, 

https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/94/88/. 
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besar, maka nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan 

akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. 

Artinya jika akal sehat dan kenyakinan moral tidak 

cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat 

maka manusia tersebut akan terjerumus kepada 

perbuatan zina, apabila mereka tidak menempuh jalur 

perkawinan yang sah.  

Hal ini biasanya terjadi di kalangan mereka yang 

tidak mempunyai landasan iman yang kuat tapi 

keyakinan moral yang lemah. Lebih lagi apabila kondisi 

itu terjadi kepada orang yang mempunyai tipe extrovert 

(orang yang lebih menyukai ruang bebas atau aktif di 

luar). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap 

maka berarti manusia yang memiliki sikap extrovert 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman 

hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.  

2. Sebab Eksternal  

Terdapat dua sebab eksternal yang memungkinkan 

untuk terjadi hamil di luar nikah:  

a. Kondisi Sosial 

Faktor eksternal yang memberi kemungkinan 

atau mendorong manusia untuk melakukan 

perbuatan zina adalah disebabkan kondisi sosial 

yang mentolerir pergaulan bebas antar pria dan 

wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang 

tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita kini 

semakin longgar.  

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan 

situasi, suasana, media pornografi telah berfungsi 

sebagai perangsang, pendorong manusia extrovert 

yang memiliki nafsu birahi kepada lawan jenisnya, 

namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral 

yang kuat. Untuk menghindari diri dari melanggar 
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hukum agama dan adat istiadat yang berlandasan 

moral agama (akhlakul karimah) sehingga 

terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di 

luar akad nikah yang sah (perzinahan).  

b. Aturan Hukum Pidana Positif Yang Sangat Lemah.  

Aturan hukum pidana positif (KUHP) tidak 

mencantumkan hubungan seksual di luar 

perkawinan yang sah yang dilakukan oleh bujang 

dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat 

perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama 

suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina 

yangada dalam KUHP dimasukkannya kedalam 

delik aduan absolut. Akibatnya sebagian anggota 

masyarakat, tidak takut melakukan perbuatan zina 

atau hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, 

karena tidak ada atau tidak pasti ada aturan hukum 

positif yang akan menjeratnya. 

3. Dampak Perkawinan Hamil di Luar Nikah  

Perbuatan hamil di luar nikah dengan lain jenis 

kelamin, mempunyai dampak sama dengan zina yang mana 

sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat banyak. Di 

antaranya adalah:
28

  

1. Terhadap pelaku wanita.  

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah 

melakukan perbuatan buruk/kejahatan berikutnya dari 

pada melakukan perbuatan baik/kembali pada perbuatan 

baik, dan mereka juga cenderung untuk mengulangi 

perbuatannya. Secara sosial, wanita itu akan mendapatkan 

sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap 

dirinya dan akan mendapat kesulitan untuk menikah 

dengan pria yang masih suci karena ada larangan dari 

hukum Islam. 

                                                             
28 Yahya Abdurahman Al-Khatib, Hukum-Hukum Wanita Hamil (Bangil: Al-

Izzah, 2003), 81. 
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2. Terhadap pelaku pria.  

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan 

kejahatan berikutnya, perilaku zina butuh biaya terutama 

bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya 

motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan 

menggunakan/berdaya upaya menggunakan peluang/ atau 

kesempatan mendapatkan harta melalui cara yang haram. 

Pada pandangan lain, para pezina akan mendapatkan 

sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat. Perbuatan zina 

juga berdampak pada keluarga pria yang sudah 

berkeluarga akan mudah retak rumah tangganya. 

3. Terhadap keluarga besar si pelaku.  

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang 

amat dalam bagi anggota keluarga besaroya. Rasa malu 

yang amat dalam bagi anggota besarnya terutama orang 

tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui 

dan mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua 

yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, 

pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk 

mendapatkan anak menantu yang masih suci karena 

adanya larangan dari agama Islam. 

4. Terhadap masyarakat luas dan agama.  

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap 

masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga di nilai 

menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita 

dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu 

tujuan syariat Islam.Zina juga bakal mempertinggi jumlah 

aborsi dalam masyarakat, itu berarti pelaku zina tidak 

menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi 

salah satu tujuan Syariat Islam.Perbuatan itu juga 

merendahkan akal sehat manusia di bawah nafsu syahwat 

sehingga merusak tujuan Syariat Islam di bidang 

pemeliharaan akal sehat manusia. 

 



 

 
48 

 

 

 

 

 



 

 
89 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Azizi, Amir. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari‟Ah Al-

Islamiyyah. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, 1961. 

Ahmad Asy-Syarbasy, Al-Aimah Al-Arba‟ah. Terj. Futuhal Arifin, “4 

Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab.” Jakarta: 

Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003. 

Al-Ghazaly, Syekh Muhammad Bin Qasim. Trans Fathul Qharib Jilid 

2, Trans. Oleh Ahmad Sunarto. Bandung: Al-Hidayah, 1992. 

Al-Jazirī, Abdu Ar-Rahmān. Al-Fiqh‟Alā Al-Madzāhib Al- Arba‟ah. 

Beirut: Dār al- fikr, 1989. 

Al-Khatib, Yahya Abdurahman. Hukum-Hukum Wanita Hamil. 

Bangil: Al-Izzah, 2003. 

Al-Syurbasi, Ahmad. Sejarah Dan Biografi Empat Serangkai Imam 

Madzhab. Jakarta: Amzah, 2001. 

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006. 

Aminuddin, Slamet Abidin. Fiqh Munakahat I. Bandung: Pustaka 

Setia, 2002. 

Anshary, Chuzaimah T. Yanggo dan hafiz. Problematika Hukum 

Islam Kontemporer. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. 

As-Subki, Ali Yusuf. Fiqh Keluarga. Jakarta: Amzah, 2012. 

Aṣ-Syiddieqy, T.M. Hasbi. Pengantar Ilmu Fiqh. Yogyakarta: UII 

Press, 1997. 

Asy-Syinawi, Syaikh Abdul Aziz. Biografi Empat Imam Mazhab. 

Jakarta: Ummul Qura, 2016. 

At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. Ensklopedia 

Islam Al-Kamil. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2017. 

Dikbud, Dep. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai 



 

 
90 

Pustaka, 1994. 

Erwin Hidayat, Riyan. “Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif 

Hukum Keluarga.” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and 

Islamic Family Law 3, no. 1 (2016): 1–23. 

https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj. 

Fahmi, Muhammad Rizal. “Hukum Menikahi Wnita Hamil Diluar 

Nikah Dalam Perspektif Ibnu Quddamah Dan Imam An-

Nawawi.” Bandung: Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2019. 

Falah, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul. Hukum Perdata Islam Di 

Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2011. 

Fauzi, M Y. “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan 

Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi 

Kawin.” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and … 3, no. 1 

(2022): 32–48. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view

/11244. 

Ghazali, Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Prenada Media, 

2003. 

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003. 

Hakim, Muhammad Lutfi. “Pra-Nikah : Konsep Dan Implementasinya 

( Studi Komparatif Antara Bp4 Kua Kecamatan Pontianak 

Timur Dengan Gkkb Jemaat Pontianak ).” Program Studi 

Ahwal Al-Syakhsiyyah STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, 

2013, 141–54. https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1852. 

Haqqi, Ilham Al. “Analisis Fikih Empat Mazhab Terhadap 

Perkawinan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamilinya 

(Studi Kaasus Di Desa Wadak Lor Kecamatan Duduksampeyan 

Kabupaten Gresik).” Surabaya: Skripsi, UIN Sunan Ampel, 

2019. 

Hasan, M. Ali. Perbandingan Mazhab. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002. 

Hidayatullah. “(Pengurus MUI Bidang Fatwa) „Hukum Menikahi 

Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, November 17,” 



 

 
91 

2022. 

Husni, Lalu. “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin 

Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam.” Jurnal 

Hukum JATISWARA Fakultas Hukum Universitas Mataram, 

2018. 

https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/94/8

8/. 

Ikhwani, Ahmad. “(Pengurus MUI Bidang Ketua Fatwa) „Hukum 

Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, Oktober 

25,” 2022. 

Ismayani, Ade. Metode Penelitian. Banda Aceh: Syiah Kuala 

University Press, 2019. 

Jaelani, Abdul Qadir. “(Pengurus MUI Bidang Informasi Dan 

Komunikasi) „Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ 

Wawancara, November 14,” 2022. 

Kaṡir, Ibn. Tafsir Ibn Kaṡir. Beirut: Maktabah an-Nur al Ilmiyah, 

1992. 

Khatib, Yahya Abdurrahman Al-. Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi 

Press, 2011. 

Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2, 

n.d. 

Ma‟sum, Muhammad. “(Pengurus MUI Bidang Fatwa) „Hukum 

Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, 

November 15,” 2022. 

Mahfudz, Agus. “(Pengurus MUI Bidang Fatwa) „Hukum Menikahi 

Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, November 16,” 

2022. 

Mardani. Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Jakarta: 

Graha Ilmu, 2011. 

Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1993. 

Mubarok, Jaih. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: 



 

 
92 

PT Remaja Rosdakary, 2000. 

Mudzhar, Mohammad Atho. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia.” Jakarta: INIS, 1993. 

Muhammad, Abdul Kadir. Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra 

Aditiya Bakti, 2014. 

Muhammad Jawad Mughniyah, Terj. Masykur A.B., Dkk. Fiqh Lima 

Mazhab “Ja‟fari, Hanafi, Malik, Syafi‟i, Hambali.” Jakarta: 

PT Lentera, 2001. 

Muhammad Muhlisin. “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan 

Tokoh Muhammadiyah Pringsewu Terhadap Hukum Menikahi 

Pezinas.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020, 52. 

Munawir. “(Pengurus MUI Bidang Fatwa) „Hukum Menikahi Wanita 

Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, November 16,” 2022. 

Nasruddin. Fikih Munakahat. Bandar Lampung: Anugerah Utama 

Raharja, 2017. 

Nasution, Khoirudin. Filsafat Perkawinan Islam. Yogyakarta: 

Academia, 2012. 

Nazir, Mohammad. Metode Penelitian. bogor: Ghalia Indonesia, 2011. 

Nur, Djamaan. Fiqih Munakahat. Semarang: Dimas, 1993. 

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Studi Analisis Dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum 

Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1996. 

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2003. 

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2016. 

SA, Romli. Muqaranah Mazahib Fil Usul. Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 1999. 

Sahrani, Tihami dan Sohari. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Pres, 

2013. 

Saiban, Kasuwi. Metode Ijtihad Ibnu Rusdy. Malang: Kutub Minar, 



 

 
93 

2005. 

Samin, Sabri. Fikih II. Makassar: Alauddin Press, 2010. 

Sholeh, Asrorun Ni‟am. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan 

Keluarga. Jakarta: Elsas, 2008. 

Ṣiddieqy, T.M. Hasbi Aṣ. Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab. 

Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997. 

Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar: Grafika, 1992. 

Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. Metodologi Penelitian. Malang: 

Penerbit Andi, 2010. 

Sudrajat, Ajat. Fikih Actual Membahas Problematika Hukum Ilsam 

Kontenporer. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008. 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. 

Bandung: Alfabeta, 2008. 

Sukandi, Ahmad. “(Pengurus MUI Bidang Fatwa) „Hukum Menikahi 

Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, Oktober 25,” 2022. 

Supriyadi, Dedi. Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru. 

Bandung: Pustaka Setia, 2008.` 

Suryani. “(Pengurus MUI Bidang Ketua-Ketua) „Hukum Menikahi 

Wanita Hamil Di Luar Nikah,‟ Wawancara, Oktober 28,” 2022. 

Susiadi. Metodologi Penelitian. Bandar Lampung, 2014. 

Syarifuddin, Amir. Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih 

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: 

Kencana, 2014. 

 

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

Tentang Perkawinan,” n.d. 

“Website MUI Lampung,” n.d. http://mui-lampung.or.id/. 

Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Mazhab. 

Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997. 

Zuhraini. Serba Serbi Hukum Adat. Bandar Lampung: Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung, 2018. 


